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LAMPIRAN I 
PERATURAN KOMISI INFORMASI 
Nomor : 1 Tahun 2010 
Tanggal : 30 April 2010 

 
DAFTAR BADAN PUBLIK 

A. LEMBAGA EKSEKUTIF 
Misalnya: 
1. Kementerian Negara (berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 47 

Tahun 2009)  
a. Kementerian Koordinator 

­ Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan 
­ Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian 
­ Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat 

b. Kementerian 
- Kementerian Sekretariat Negara 
- Kementerian Dalam Negeri 
- Kementerian Luar Negeri 
- Kementerian Pertahanan 
- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia 
- Kementerian Keuangan 
- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral 
- Kementerian Perindustrian 
- Kementerian Perdagangan 
- Kementerian Pertanian 
- Kementerian Kehutanan 
- Kementerian Perhubungan  
- Kementerian Kelautan dan Perikanan 
- Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi 
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- Kementerian Pekerjaan Umum 
- Kementerian Kesehatan 
- Kementerian Pendidikan Nasional 
- Kementerian Sosial 
- Kementerian Agama 
- Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata 
- Kementerian Komunikasi dan Informatika 
- Kementerian Riset dan Teknologi 
- Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah 
- Kementerian Lingkungan Hidup 
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 
- Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi 
- Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal 
- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional 
- Kementerian Badan Usaha Milik Negara 
- Kementerian Perumahan Rakyat; dan 
- Kementerian Pemuda dan Olahraga 

2. Lembaga Pemerintah Non Kementerian 
Misalnya: 
a. Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) 
b. Badan Intelijen Negara (BIN) 
c. Badan Kepegawaian Negara (BKN) 
d. Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) 
e. Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) 
f. Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional 

(BAKOSURTANAL) 
g. Badan Meteorologi dan Geofisika (BMG) 
h. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) 
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i. Badan Pengawasan Perdagangan Berjangka Komoditi (BPPBK) 
j. Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN)  
k. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)  
l. Badan Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata; 
m. Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT)  
n. Badan Pertanahan Nasional (BPN)  
o. Badan Pusat Statistik (BPS)  
p. Badan Standardisasi Nasional (BSN)  
q. Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN)  
r. Badan Urusan Logistik (BULOG)  
s. Lembaga Administrasi Negara (LAN)  
t. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)  
u. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) 
v. Perpustakaan Nasional Republik Indonesia 

3. Kepolisian Negara Republik Indonesia 
a. Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia 
b. Kepolisian Daerah 
c. Kepolisan Resort 
d. Kepolisian Sektor 

4. Kejaksaan Republik Indonesia 
a. Kejaksaaan Agung 
b. Kejaksaaan Tinggi 
c. Kejaksaan Negeri 

5. Tentara Nasional Indonesia 

6. Pemerintahan Daerah (UU Nomor 32 Tahun 2004) 
Pemerintah Daerah Provinsi 
DPRD Provinsi 
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 
DPRD Kabupaten/Kota 
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7. Pemerintahan Desa (UU Nomor 32 Tahun 2004 dan PP Nomor 72 
Tahun 2005) 
a. Pemerintah Desa 
b. Badan Permusyawaratan Desa 

 
B. LEMBAGA LEGISLATIF (berdasarkan UUD 1945 & UU No. 27 Tahun 

2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD) 

1. Majelis Permusyawaratan Rakyat RI 

2. Dewan Perwakilan Rakyat RI  

3. Dewan Perwakilan Daerah RI  
 

C. LEMBAGA YUDIKATIF 
Misalnya: 
1. Mahkamah Agung RI 

a. Peradilan Umum 
­ Pengadilan Negeri  
­ Pengadilan Tinggi 
­ Pengadilan Khusus dibawahnya, antara lain: Pengadilan Niaga, 

Pengadilan HAM, Pengadilan Hubungan Industrial, Pengadilan 
Perikanan, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. 

b. Peradilan Agama 
­ Pengadilan Agama 
­ Pengadilan Tinggi Agama 

c. Peradilan Militer 
­ Pengadilan Militer 
­ Pengadilan Militer Tinggi 
­ Pengadilan Militer Utama 
­ Pengadilan Militer Pertempuran 

d. Peradilan Tata Usaha Negara 

www.djpp.depkumham.go.id

http://www.djpp.depkumham.go.id


2010, No.272 34 

­ Pengadilan Tata Usaha Negara 
­ Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara 
­ Pengadilan Khusus di bawahnya, antara lain: Pengadilan Pajak. 

2. Mahkamah Konstitusi RI 
 

D. BADAN LAIN YANG FUNGSI DAN TUGAS POKOKNYA 
BERKAITAN DENGAN PENYELENGGARAAN NEGARA YANG 
SEBAGIAN ATAU SELURUH DANANYA BERSUMBER DARI 
APBN/APBD 
1. Komisi 

Misalnya: 
a. Komisi Yudisial (Pasal 24B UUD 1945 dan UU No. 22 Tahun 2004) 
b. Komisi Pemilihan Umum (Pasal 22 E UUD 1945 dan UU Nomor 22 

Tahun 2007) 
c. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Keppres 48 Tahun 2001 dan UU 

Nomor 39 Tahun 1999) 
d. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (UU Nomor 5 Tahun 1999) 
e. Komisi Penyiaran Indonesia (UU Nomor 32 Tahun 2002) 
f. Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Nomor 30 Tahun 

2002) 
g. Komisi Perlindungan Anak (UU Nomor 23 Tahun 2002) 
h. Komisi Informasi (UU Nomor 14 Tahun 2008) 
i. Komisi Hukum Nasional (Keppres Nomor 15 Tahun 2000) 
j. Komisi Kepolisian (UU Nomor 2 Tahun 2002) 
k. Komisi Kejaksaan (UU Nomor 16 Tahun 2004 dan Perpres Nomor 18 

Tahun 2005) 
l. Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Keppres 

Nomor 181 Tahun 1998 dan Perpres Nomor 65 Tahun 2005)    

2. Dewan 
Misalnya: 
a. Dewan Pers (UU Nomor 40 Tahun 1999) 
b. Dewan Pendidikan (UU Nomor 20 Tahun 2003) 
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